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I atas telah dikemukakan pengertian, sifat dan sistem hukum adat waris
yang merupakan ketentuan umum yang terdapat persamaannya dalam hukum adat
vang terdapat di Indonesia. Di samping itu di setiap lingkungan masyarakat hukum
adat yang ada terdapat bentuk-bentuk dan ciri khusus yang berbeda satu sama lain.
Perbedaan itu di sebabkan karena pola susunan masyarakat yang dianut dalam
masyarakat hukum itu, di samping adanya pengaruh unsur-unsur lainnya.
Berdasarkan hal ini maka pola hukum adat waris pada garis besarnya ada tiga macam

. Hukum adat waris parental atau bilateral.

Pola hukum adat waris parental ini terdapat di daerah Jawa, sebahagian
Kalimantan, di Sawu dan beberapa daerah lainnya. Dalam pola hukum adat waris
parental ini maka ahli waris yang terpenting adalah anak/keturunan. Anak laki-laki
dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang terhadap harta
warisan baik dari ibunya atau dari bapaknya. Namun di dalam masyarakat parental di
berbagai daerah juga terdapat perbedaan yang merupakan variasi setempat. Seperti
di Sawu. anak laki-laki akan mewarisi harta peninggalan dari bapaknya dan anak
perempuan akan mewarisi dari ibunya.’!

Tentang sistem pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan pada
dasarnya sama rata, namun di daerah tertentu seperti di Jawa Barat ada aturan sepixu/
segendong. Artinya sepikul untuk anak laki-laki, dan segendong untuk anak
perempuan. Jadi berarti untuk anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan.

Adapun janda ataupun duda pada dasamya tidak merupakan ahli waris.
Hanya saja ada suatu ketentuan bahwa terhadap janda terutama di Jawa dapat
memanfaatkan hasil dari peninggalan almarhum suaminya apabila bagiannya dan
harta gono gini tidak mencukupi buat keperluan hidupnya dengan pertimbangan
bahwa dia dapat memperoleh nafkah dari almarhum suaminya bersama-sama dengan
anaknya.

YK Ny Subekti Pusponoto (Penteryemah), Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta:
Parodnya Paramita, 1983), Cet ke 7, h. 243
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Orang tua sebagai ahli waris dapat mewaris apabila yang meninggal tidak
punya anak, begitu juga saudara, baru dapat mewarisi bila tidak ada lagi orang tua.
Ahli waris lainnya yang dapat mewarisi adalah anak angkat.

Cara pewarisan ahli waris melihat kepada jenis harta yang akan diwarisi,
seperti harta gono gini, harta kerabat dan hak pertuanan, tidak ada masalah bila
pewaris punya keturunan. Bila tidak ada keturunan maka harta kerabat ditambah
dengan bagian dari pewaris atau harta gono gini dikembalikan kepada keluarga
asalnya dan terhadap harta yang tersangkut hak pertuanan, maka diatur pewarisnya
oleh pemuka desa.

. Hukum adat waris matrilineal.

Di dalam masyarakat matrilineal maka yang menjadi inti anggota famili
adalah orang perempuan dan keturunan yang didasarkan kepada garis keibuan
(wanita). Di dalam masyarakat matrilineal ini maka ahli waris yang paling penting
adalah anggota famili yang termasuk famili inti, yaitu perempuan. Orang perempuan
secara kolektif dan mayorat menguasai harta warisan. Pola masyarakat matrilineal ini
terdapat di Minangkabau, Ambon, sebahagian Sulawesi, dan beberapa daerah
lainnya. Pada daerah-daerah matrilineal itu juga ditemukan perbedaan-perbedaan dan
variasi setempat. Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dalam pola ini
adalah anak-anak dengan ketentuan mayorat pada anak perempuan. Anak laki-laki
juga ikut memiliki tetapi fungsi dan kedudukannya tidak sama dengan anak
perempuan. Dia adalah sebagai pengatur dalam penggunaan harta warisan yang
kolektif itu.

Anak-anak sebagai pewaris hanya dapat mewarisi dari ibunya saja, tidak
mewarisi dari bapaknya, karena bapaknya bukan anggota dari famili itu, dia hanya
berstatus orang semenda dan tetap merupakan anggota dari clan asalnya. Jadi apabila
seorang laki-laki (bapak) meninggal maka harta yang berasal dari keluarga asalnya
yang dia pakai sebagai harta bawaan ditambah bahagiannya dari harta pencaharian
diwarisi oleh kemenakannya dari famili asal. _

Tentang kedudukan janda atau duda dalam pola kewarisan matrilineal ini,
tidak dapat saling mewarisi karena mereka adalah orang yang berbeda . Dalam hal
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pewaris meninggal sedangkan dia tidak punya anak maka harta kembali kepada
kemenakan (bagi laki-laki) dan kembali kepada kekuasaan mamak kepala waris (
bagi perempuan). Ini berlaku di daerah Minangkabau. Adapun sistem yang dianut
dalam hal kewarisan dalam masyarakat matrilineal ini pada dasarnya adalah sistim
kolektif. Dalam hal ini harta dipandang sebagai penjamin kehidupan famili dan
sebagai pengikat famili.

. Pola hukum adat waris Patrilineal.

Dalam pola kewarisan patrilineal merupakan kebalikan dari pola matrilineal.
Di sini kedudukan laki-laki lebih penting. Pola kewarisan patrilinial di Indonesia
terdapat di daerah Batak, Bali, Lampung dan daerah lain. Di samping persamaan-
persamaan yang banyak dalam pelaksanaan kewarisan di daarah-daerah patrilinial itu
juga terdapat variasi-variasi setempat.

Di dalam pola patrilinial itu maka yang menjadi inti dari famili adalah orang
laki-laki, dan keturunan dari garis laki-laki. Orang perempuan menjadi anggota dan
selama belum atau tidak kawin.

Apabila seorang wanita kawin maka pada waktu perkawinan itu wanita itu
dibekali dengan berupa uang atau berupa benda lainnya seperti sebidang tanah
sebagai jujuran atau pelepasan dari clannya. Setelah itu maka wanita tersebut sudah
menjadi anggota clan suaminya,dan tidak berhak lagi atas harta warisan dari famili
asalnya serta dari ayahnya.

Di samping itu isteri akan mendapat jaminan dari harta suaminya

bila suaminya meninggal dunia. Isteri boleh menguasai harta suaminya

seumur hidupnya atau sampai ia kawin lagi, karena ia bertindak sebagai penjaga dan
pengawas dari anak-anaknya, yang merupakan anggota famili dari bapaknya.

Di daerah patrilineal di Bali, harta warisan hanya dikuasai secara mayorat
oleh anak laki-laki tertua, dan ia berkewajiban memelihara adik-adiknya. Apabila
suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka untuk memenuhi ketentuan
kewarisan mayorat, berlakulah di sini pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan
anak itu berakibat putusnya ikatan famili antara anak tersebut dengan orang tua
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kandungnya dan haknya terhadap harta warisan orang tua angkatnya itu diakui sama
dengan anak laki-laki yang mendapat harta warisan secara mayorat.

Harta warisan

Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang pewaris menurut hukum
adat tidak boleh dipandang scbagai kesatuan yang bulat dan dapat dinilai secara
keseluruhan. Di dalam harta peninggalan itu mungkin ada barang-barang yang masih
terkait pada ikatan kerabat, atau barang yang termasuk dalam golongan martabat
kebesaran tertentu. selain itu juga mungkin ada barang yang masih terkait pada
ikatan tertentu dari pada masyarakat hukum, yang berada di bawah penguasaan
daripada pimpinan masyarakat di mana sematinya orang yang bersangkutan hak
pertuanan itu berpindah dengan cara tertentu. Misalnya tanah kasikepan di Cirebon.
Harta kerabat

Suatu kaedah yang umum berlaku dalam hukum adat di Indonesia ialah
bahwa mengenai harta kerabat (famili) yang berasal dari warisan atau hibah maka
harta itu tetap menjadi milik salah seorang suami istri. Harta serupa itu dikenal
dengan sebutan harta pusaka (Minangkabau)32 . Terhadap harta yang demikian itu
maka tidak menjadi harta warisan bagi keturunan dan isteri, tetapi kembali kepada
kerabat asal dari orang yang meninggal tersebut. Karena pada hakekatnya harta
tersebut bukanlah milik penuh tetapi merupakan hak pakai.

Di Jawa yang susunan kekeluargaannya parental maka harta benda kerabat itu
tidak dipersoalkan bila si pewaris mempunyai anak, karena anak menjadi
pewarisnya. Baru kalau si pewaris tidak mempunyai anak maka harta tersebut
kembali kepada keluarganya sendiri.

Harta keluarga.

Harta keluarga ialah harta milik bersama antara suami istenn yang diperoleh
selama perkawinan. Terhadap harta milik keluarga tersebut timbul masalah dalam hal

sescorang kawin lebih dan satu. Anak-anak yang lahir dan perkawinan pertama

" K. Ng. Subekti Pusponoto, (Penterjemah), Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, h. 224
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hanya mewarisi barang barang dari perkawinan kesatu itu sedangkan anak-anak dari

perkawinan berikutnya tidak berhak ikut mewarisi barang-barang tersebut.

Barang-barang persekutuan desa.

Di beberapa daerah terdapat tanah milik yang masih dikuasai oleh hak ulayat
desa, seperti tanah kasikepan di Cirebon yang menurut hukum adat hanya boleh
dimiliki oleh warga desa yang bertempat tinggal di dalam desa itu dan tidak
mempunyai tanah kasikepan lain. Tanah kasikepan itu dikuasai oleh peraturan-
peraturan adat tersendiri yang mengatur cara pengoperannya kepada teman sedesa
sendiri apabila pemilik tanah itu meninggal dunia.

Di Kerinci tanah persekutuan semacam ini disebut dengan “arah ajun dalam
parak yang bersudut empat ”.

Barang-barang pusaka yang keramat.

Barang-barang yang mempunyai nilai keramat, nilai kebesaran dan nilai
magis seperti, keris, tombak, rencong dan sebagainya tidak boleh disamakan dengan
barang-barang lainnya. Barang-barang seperti ini kadang-kadang terikat kepada
kualitas yang memegangnya, misalnya barang-barang keramat dari Keraton
Kesepuhan di Cirebon akan tetap selalu diwarisi oleh orang yang akan mengganti
sebagai Sultan Sepuh.

Barang-barang dengan wujud tertentu

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengoperan barang-barang dengan wujud
tertentu ini bukan peraturan yang melarang atau yang mewajibkan, tetapi merupakan
suatu anjuran yang seberapa boleh supaya diturut. Di Aceh misalnya pekarangan
yang menjadi tempat kediaman orang tua, pada waktu mereka meninggal dunia
seberapa boleh beralih kepada anak perempuan yang tertua.”®

Hutang, Biaya Penguburan dan Hibah Wasiat.
Tentang hutang dari pewaris, apakah ahli waris bertanggung Jawab atas

hutang dari pewaris tersebut, maka di Indonesia terdapat dua macam pangkal aliran

sebagai berikut :

¥ Suroyo Wignyodipuro, Hukum Adat, h. 178
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Para ahli waris bertanggung jawab dan wajib membayar hutang pewaris asal saja
penagih hutang memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut dalam waktu
empat puluh hari sesudah pewaris meninggal. Hal ini berlaku di Batak, Bali dan
Dayak.

Harta warisan dari pewaris dapat digunakan untuk membayar hutangnya sehingga
harta itu tidak boleh dibagi-bagi sebelum hutang pewaris dibayar dari harta tersebut.
Bila tidak mencukupi maka ahli waris tidak dapat dituntut untuk membayar
kekurangannya. Apabila penagihan dilakukan sesudah harta dibagikan maka ahli
waris wajib membayarnya sesuai atau sepadan dengan jumlah yang diterima oleh
mereka masing-masing.”*

Tentang biaya menguburkan maka harta peninggalan si mati dapat digunakan
untuk menyelenggarakan upacara penguburannya. Pembayaran hutang untuk
keperluan ongkos mayat harus didahulukan sebelum harta peninggalan dibagi-bagi.
Biaya selamatan untuk yang meninggal seperti 40 hari, seratus hari dsb adalah
menjadi tanggung jawab dari ahli waris, atau bila masih ada sisa dari pembagian
kepada ahli waris dapat pula diambil untuk keperluan itu.

Tentang hibah dan wasiat sesuai dengan pokok pemikiran dalam hukum adat
bahwa kewarisan itu adalah proses pengoperan harta kepada keturunan. Proses ini
kadang-kadang mulai berjalan ketika orang tua masih hidup, seperti di Jawa di mana
orang tua menghibahkan sebagian harta tertentu untuk anaknya dan pemberian ini
diperhitungkan nanti dalam pembagian warisan bila orang tuanya meninggal.

Teori Resepsi

Teori resepsi adalah teori politik hukum yang menguasai alam fikiran para
ahli hukum dan pembuat undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan
Hindia Belanda di Indonesia. Menurut teori resepsi ini hukum yang berlaku
dikalangan rakyat Indonesia sebenarnya adalah hukum adat asli. Di dalam hukum
adat itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi hukum Islam itu baru
mempunyai kekuatan sebagai hukum apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum

* Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, h. 96
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adat, dan dengan demikian lahirlah dia sebagai hukum adat bukan sebagai hukum

35
Islam.

Pencetus dari teori resepsi itu adalah Prof. Snock Hurgronye seorang
penasehat ahli Pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan bumi putera, pada tahun
1857 sampai 1936. Padahal sebelum itu menurut hasil penelitian terhadap hukum di
Indonesia, maka diakui bahwa hukum Islam telah diterima secara keseluruhan oleh
masyarakat di Indonesia (Reseptio Complexu). Pengakuan ini telah dikuatkan dengan
undang-undang yaitu pasal 75 dan 109 RR, Stbl.1885. Snock sendiri pada mulanya
mengakui hal ini. Tetapi kemudian Snock berbalik fikir setelah mempelajari dan
berkesimpulan bahwa kekuatan perjuangan rakyat Indonesia dipelopori keyakinan
keagamaan terhadap Allah Yang Maha Kuasa serta bergabung dengan keinginan
luhur untuk hidup bebas dalam jiwa bangsa Indonesia. Dengan dasar pemikiran
itu maka pemerintah Hindia Belanda mulai menentukan politik hukum secara
sisternatis, dengan tujuan menghambat dan menentang perkembangan hukum Islam
dengan membuat semacam tandingan yaitu teori resepsi.

Setelah mengadakan perubahan dan perombakan secara berangsur-angsur
terhadap pasal yang menjadi sumber kekuatan berlakunya hukum Islam, maka
akhimya pada tahun 1925, serentak dengan perubahan nama RR menjadi IS, maka
politik itupun mencapai puncak tujuannya dengan dituangkannya dalam pasal 134 IS,
yang berbunyi: "Bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama oranng

Islam maka akan diselesaikan oleh hakim Islam, apabila hukum adat mereka
menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonansi”*®

Jadi dengan adanya pasal ini maka tergantunglah hukum Islam itu
kepada adat. Inilah yang menjadi sumber formal dari teori resepsi yang telah
mulai dikembangkan secara sistematis sejak permulaan abad ko XX yang
dilaksanakan melalui Stbl 1931: 33 jo 1937: 116.”

Politik hukum adat yang teori resepsinya itu yang dasarnya reaksioner
benar-benar telah mengacaukan perkembangan dan perubahan sosial dan politik.

’f’ Sayuti Thalib, Keseptio a Contrario, (Jakarta: Bina aksaral982), Cet. Ke-3-, h. 127
f" Indische Staats Reveling Pasal 134
o Sayuti Thalib, Reseptio a Comtrario, h.12
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Apspun gagasan dan tujuan dar perumusnya, namun inti tujuan politik itu

adalah untuk mendesak Islam dan menghambat kemajuannya. dan secara otomatis
mempertahankan Kemurnian masvarakat adat yang justru adat itu akan mengisolir
mereka satu sama lain, ™
Mohammad Natsir mengungkapkan hal ini sebagai berikut:
“Pertentangan antara adat dan sgama bukanlah semata-mata masalah adat dan agama
saja. tetapi tidak kumang pula dengan Kecerdasan luar yang masuk atau peraturan
pemerintzh (kolonial) vang masuk dan faham-faham ideologi asing yang masuk
melalyi perantsmasn lisan dan tulisan di abad kedua puluh ini. Pernah pembesar
Hindia Belanda mengusulkan kepada Pemerintsh Tinggi supaya diadakan
perlindungan terhadap adat dari serangan agama Islam, lantaran mercka menganggap
hahwa lslam lah satu-satunya yang mungkin merusak adat™"

Scjak kemerdekaan Indonesia maka di kalangan masyarakat Indonesia yang
mempunyai hubungan dengan soal hukum merasakan pengaruh dari teori resepsi
vang kust. Seakan-skan masyarakat Indonesia telah merasakan sebagai suatu hal
vang benar dan biasa saja bahwa Hukum Islam itu bukan hukum di Indonesia. Telah
tertanam pads pikiran orang bshwa yang berlaku adalah hukum adat, dan hanyalah
kalau hukum Islam telah menjadi hukum adat barulah ia menjadi hukum.

Setelah diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus
1945 makin dibicarakan orang apakah teori resepsi yang dikokohkan dengan pasal
13 ayat- 2 IS itu masih berlaku terus atau telah  berhenti kekuatan hukum
berlakunya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum:

a. Pihak yang mempertahankan pasal 134 ayat 12 IS berarti juga mempertahankan

teori resepsi. Dasar pemikiman mereka yang dijadikan alasan dalam
mempertahankan teori resepsi itu ialah adanya aturan peralihan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang telah ada
tetap berlaku sebelum diganti atau dirubah secara nyam.‘o

Dalam seminar hukum Islam yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 v/d
28 Februari 1975, maka Bustanil Arifin, SH Hakim Agung pada Mahkamah

S HZA. Nuh (Pentegjemah), Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Intermass |

1980), h. 46
= M. Natsir, Kapita Sefekra I No. 20 , (Bandung: W. Van Hoeve, 1954), h. 68

® Qayuti Thalib, Reseprio a Contrario. h. 44
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Agung Rl yang turut memberikan saran, menyatakan bahwa Mahkamah Agung
sampai saat sekarang ini masih menganut teori resepsi demi kepastian hukum.*’

b. Pendapat yang mengatakan  bahwa teori resepsi itu sudah tidak bisa
dipertahankan lagi karena Undang-Undang Dasar 1945, dengan sendirinya telah
mengganti undang-undang dasar kolonial yang disebut IS itu. Dalam merumuskan
UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan setelah bertukar pikiran melalui
musyawarah dengan pemuka Islam yang termasuk badan tersebut, berhasil
mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam suatu piagam yang dikenal
dengan Piagam Jakarta. (22-6-1945).

Di dalam Piagam Jakarta tersebut yang kemudian diterima baik oleh Badan
Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, sebagai Pembukaan UUD 1945 dinyatakan
antara lain bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tujuh kata terakhir ini
kemudian dihilangkan dari pembukaan UUD 1945 oleh PPKI tanggal 18 Agustus
1945 diberikan imbalan pengganti/tambahan kata Yang Maha Esa pada perkataan
Ketuhanan, dan dijadikan garis hukum dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat
1.

Pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen Historis bagi pemerintah
berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap UUD 1945 itu, dan mengenai
pasal 29 UUD itu yang menjadi dasar begi kehidupan hukum di bidang keagamaan.

Dari fakta tersebut di atas jelas bahwa teori resepsi itu telah mendapat
tendangan yang memudarkan dari Piagam Jakarta yang dalam dekrit Presiden, S Juli
1959 dinyatakan bahwa piagam Jakarta itu menjiwai UUD 1945 dan merupakan
suatu rangkaian konstitusi tersebut. Lebih jauh dikatakan oleh Hazairin bahwa :
"Teori resepsi yang telah menjadi darah daging kaum yuris di Indonesia yang dididik
di zaman kolonial adalah sebenarnya teori iblis, yang menentang iman orang Islam,
yang menentang Allah, menentang al-Qur'an dan menentang Sunnah Rasul” **

Sebenarnya UUD 1945 itu sudah merupakan jaminan yang cukup untuk
berlakunya hukum agama, dalam hal ini ada tiga © hukum Islam untuk orang Islam,

“"Ismuha, Penggantian Tempat dalam Hukum Waris,(Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 61
Y Hazairin, Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an, h. 3
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hukum Nasrani untuk orang Nasrani, hukum Hindu untuk orang Hindu. Berlakunya
hukum Islam untuk orang Islam tidak harus disandarkan kepada resepsi. Hukum
Islam harus berlaku sebagaimana hukum-hukum lain harus berlaku terhadap warga
negara. Berlakunya tidak harus disandarkan kepada adat tetapi harus disandarkan
kepada peraturan perundang undangan tersendiri. Kalau hukum adat diakui berlaku
berdasarkan sokongan peraturan undang-undang hukum Islam pun harus ditentukan
persandarannya kepada undang-undang.”

Usaha untuk mengembalikan dan menempatkan hukum Islam dalam
kedudukannya semula terus dilakukan, dan keberhasilan yang dicapai semakin
nampak setahap demi setahap. Bila diperhatikan dan dipelajari dari undang-undang
perkawinan No.1 tahun 1974, jelaslah bahwa hukum Islam berlaku bagi umat Islam
seperti tercantum dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang itu yang berbunyi:
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Agama”. Jadi Jelas disini
bahwa hukum Islam telah langsung menjadi sumber hukum.*

Dalam peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ketentuan pasal 1b

ditegaskan  bahwa: “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang
» 45

beragama Islam”.
Dari faktor-faktor tersebut di atas cukuplah menggambarkan keberhasilan

hukum Islam dalam menempatkan dirinya dalam tatanan hukum Republik Indonesia,

yang tidak harus diresepsi terlebih dahulu kedalam hukum adat.
Prof. Mahadi, SH Ketua Tim Pengkajian Hukum Adat
Hukum Nasional berkata: Penelitian terhadap undang-undang perkawinan membawa
kami kepada pendapat bahwa sejak berlakunya undang-undang ini, sampailah ajal
leori resepsi seperti yang telah diajarkan di zaman-kolonial Hindia Belanda.
Dari data yang bersumber dari hasil penelitian terakhir tentang hukum

perkawinan dan warisan di

Badan Pembinaan

Indonesia yang dihimpun dan dilaporkan oleh Sayuti

Thalib, SH tersimpul bahwa :

“ Hazairin, Kewarisan Bilateral menurut al Qur'an, h. 6
* Undang-undang No. 1-1974 pasal 2 ayal 1
45 pp No. 9 tahun 1975 Pasal 1b
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a. Hukum Perkawinan Islam berlaku penuh bagi umat Islam di Indonesia, karena
kesadaran hukumnya sendiri disamping mendapat sokongan penuh dari undang-
undang perkawinan tersebut (UU No.1 1974)

b. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya juga sudah  dipatuhi dan diperlakukan
oleh umat Islam, dengan beberapa penyimpangan sesuai dengan hukum adat
setempat. Penyimpangan itu adalah dalam hal seperti pembagian seimbang antara
laki-laki dan perempuan penggantian ahli waris warisan kolektif dan sebagainya.

Dalam bagian akhir dari pasal ini perlu dikemukakan gambaran dari
hubungan antara hukum adat dan hukum Islam yang benar-benar hidup di kalangan
masyarakat Islam, di mana sebenarnya secara sadar masyarakat telah mengakui
bahwa suatu ketentuan adat itu tidak akan laku bila tidak sesuai dengan ajaran
agama. Adat baru bisa dijalankan dengan aman kalau dilindungi oleh ajaran agama
mereka, hal ini tercermin dalam ungkapan pepatah adat yang berbunyi : “Adat
bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah. Adat memakai, Syara mengatur”.

Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa teori resepsi itu sekarang
pengertiannya sudah terbalik menjadi: ”Hukum adat baru boleh berlaku kalau tidak

bertentangan dengan syari'at Islam”.

B. Jenis dan Asal Usul Harta Warisan

Setiap orang atau pribadi pada dasarnya mempunyai harta kekayaan atau hak
milik. Harta kekayaan itu bisa berupa benda (materi) dan bisa tidak berupa benda
(immateri). Harta kekayaan itu bisa diperoleh dengan usaha sendiri, pembelian,
hadiah, warisan dan lain-lain sebagainya. Pemilikan harta itu bisa secara pribadi
(individual) dan bisa juga secara bersama (kolektif). Bila seseorang meninggal dunia,
maka seluruh harta yang ditinggalkannya berubah status menjadi harta
peninggalan. Bila orang tersebut punya hutang atau meninggalkan wasiat, maka harta
peninggalannya pertama-tama harus dipergunakan untuk membayar utang dan atau
melaksanakan wasiatnya. Selebihnya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

Pada masyarakat Kerinci harta kekayaan dapat dibedakan menurut jenisnya,

asal usulnya dan cara memperolehnya.



1. Dilihat dari jenisnya, harta kekayaan itu ada dua macam:

a. Harta berat. Disebut demikian karena sifatnya yang berat, dalam pengertian
tidak bisa atau tidak biasa dibawa ke mana-mana. bersifat tetap, tidak
bergerak atau berpindah tempat, dan merupakan kebutuhan pokok.
Jumlahnya tidak banyak dan sangat terbatas, yaitu tanah sawah, lumbung
padi (bilek) dan rumah. Jadi masyarakat kerinci dulu, dalam menjamin
sebuah keluarga yang baik dan mandiri, mereka harus berjuang keras untuk
mendapatkan harta tersebut. Karena untuk mendirikan rumah dan lumbung
padi mereka harus bergotong royong mengumpulkan bahan dengan
menebang kayu ke hutan. Demikian pula membuka sawah mereka harus
pula merambah hutan dan menaklukkan alam. Pekerjaan tersebut
memerlukan waktu yang lama dengan mencurahkan pikiran dan tenaga yang
banyak. Oleh sebab itu beratnya perjuangan yang mesti dilakukan guna
mendapatkan harta tersebut, maka kelompok harta ini mereka namai dengan
harta berat.

b. Harta ringan. Selain dari harta berat, apapun bentuk bendanya oleh
masyarakat Kerinci dikatakan harta ringan. Disebut demikian karena
sifatnya yang ringan, dalam pengertian dapat dibawa ke mana-mana atau
dipindahkan, dan merupakan pelengkap (sekunder). Waktu dulu harta jenis
ini tidak banyak, baik jumlah maupun ragamnya. Sekarang, baik jumlah
maupun ragamnya sudah banyak sekali. Termasuk ke dalam jenis ini seperti
hewan piaraan, uang, perkakas usaha, toko, kebun/ladang, kendaraan dan
sebagainya.

Sehubungan dengan kedua bentuk harta tersebut, dalam perkembangan
kehidupan sekarang, cara dan dasar pengelompokan tersebut sudah tidak tepat lagi.
Batasan harta berat terasa amat kaku, karena hanya berlaku untuk ketiga bentuk
benda (harta), yaitu rumah, sawah dan lumbung padi. Sedangkan di luar dari ketiga
wujud harta tersebut semuanya digolongkan kepada harta ringan. Bisa dilihat dalam
kenyataan, bahwa harta berat semakin berkurang jenis dan nilainya, sedangkan harta
ringan jelas semakin bertambah dan berkembang. Dulu, sebelum Perang Dunia II,
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hampir di setiap rumah, di halamannya berdiri sebuah lumbung padi (bilek) yang
penuh berisi padi, yang setiap musim meninggalkan sisa. Sekarang, hampir seluruh
daerah Kerinci lumbung padi sudah tidak ada, berarti jenis harta berat sudah
berkurang satu. Lumbung padi hanya tinggal sebagai kenangan, bahkan sekarang
banyak anak cucu yang tidak mengenal lumbung padi (bilek).

2. Dilihat dari asal usulnya, harta kekayaan itu ada 4 macam:

a. Harta warisan Yaitu harta peninggalan yang berasal dari generasi nenek
moyang dahulu. Cini khas danri harta pusaka adalah ialah bahwa harta itu bukan
milik perorangan dan bukan milik siapa-siapa secara pasti. Yang memiliki harta
itu ialah nenek moyang yang mula-mula memperoleh harta itu secara maneruko
tanah. Harta itu ditujukan untuk dana bersama bagi anak cucunya dalam bentuk
yang tidak terbagi-bagi. Setiap anggota dalam kaum dapat memanfaatkannya
tetapi tidak dapat memilikinya. Harta pusaka itu ada yang berupa benda seperti
tanah /sawah, rumah (termasuk "umoh gedang" dimana disimpan benda-benda
pusaka seperti keris, kelewang/pedang, tombak, catatan/tulisan kuno atau
tambo dan sebagainya. Benda-benda tersebut banyak yang hilang diambil oleh
pejabat-pejabat kolonial Belanda dan dibawa ke negeri Belanda untuk disimpan
di museum sampai sekarang. Dan ada pula yang tidak berupa benda atau disebut
pusaka gelar seperti gelar sko (misalnya gelar depati, rio, mangku, patih,
datuk dan lain-lain).

Masyarakat Kerinci juga mengenal istilah pusaka tinggi dan
pusaka rendah, sekedar untuk membedakan asal usulnya, namun tidak
sepopuler seperti di Minangkabau.

Pusaka tinggi adalah harta yang berasal dari tiga generasi ke atas
yang biasa disebut nenek moyang. Pewarisnya sudah jauh jarak pertaliannya
dengan ahli waris. Biasanya ahli waris sudah tidak melihat lagi siapa
pewarisnya. Ahli waris hanya tahu dan mengenal pewaris dari silsilah keturunan
atau mendengar dari cerita orang, kakek atau nenk mereka. Harta pusaka tinggi
ini tidaklah terpecah-pecah, tapi merupakan kesatuan ekonomi yang kuat,
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warisnya bukanlah seseorang, tetapi kewarisannya adalah kolektif*, karena pada
waktu menerimanya juga secara kolektif. Harta pusaka tinggi itu berada pada
anak perempuan dalam garis keibuan (Matrilinialkhat), sebagai contoh ; adanya
gilir ganti pada sawah dikalangan anak batino guna untuk melanjutkan hubungan
geonologis, harta ini tidak dibagi- bagi sama rata, bila anak laki-laki ingin
mengerjakan sawah tersebut, ia mengajukan permohonannya kepada anak
batinonya yang disebut dengan “numpang”. Terhadap pusaka tinggi jarak antara
pewaris dengan ahli waris sudah sedemikian jauhnya sehingga tidak dapat
dilacak lagi siapa pewaris sesungguhnya. Sedangkan pusaka rendah adalah
harta yang berasal dari satu ataudua generasi sebelumnya, warisnya masih
Jelas dan masih seperut dengan ahli waris.

Harta pusaka rendah yaitu harta yang diperoleh melalui jalan tembilan
emas (harta yang dibeli oleh suami istri) atau harta pencaharian suami istri."’
Bila harta pusaka tersebut diterima ahli waris dari sipewaris (orang tua) dan
berasal dari satu atau dua angkatan kerabat (generasi) sebelum si pewaris, seperti
dari nenek /kakek dan moyang/poyang, maka harta pusaka itu dikatakan harta
pusaka rendah. Harta ini merupakan harta yang berasal dari pewaris yang
mempunyai pertalian darah yang tidak begitu jauh. Pewarisnya masih seperut
dengan para ahli waris dan bahkan ahli waris dapat melihat dan mengenal baik si
pewaris. Di kalangan masyarakat Kerinci pusaka rendah dapat dibagi menurut
ketentuan adat yang berlaku. Harta dalam bentuk inipun diterima secara kolektif,
maka harta itu diteruskan pula secara kolektif. Yang mungkin dibagi adalah hak
sendiri, dan tidak ada hak untuk membagi sesuatu yang ada hak seseorang di
dalamnya tidak jelas wujudnya.

Harta pencarian. Yaitu harta kekayaan yang terbentuk dan diperoleh dengan
usaha bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan.*® Dalam hal ini
tidak perlu dipermasalahkan apakah si istri ikut aktif secara langsung atau
secara tak langsung. Sekalipun yang bekerja hanya pihak suami, sedangkan

h.68

4 Abdul Kadir Yasin dkk, Mengenal Hukum Adat Alam Kerinci, (Kerinci, Toko Anda, 1992),

*7 Abdul Kadir Yasin dkk, Mengenal Hukum Adat Alam Kerinci
* Yatim Abbas, Meninjau Hukum Adat Kerinci, (Kerinci: Cv Andalas, 1985), h.55
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pihak isteri tetap tinggal di rumah dan mengurus rumah serta anak-anak mereka.
itu sudah dianggap sama-sama bekerja dan hasilnya menjadi harta pencarian
bersama. Adapun harta yang diperoleh dengan jalan pewarisan tidak masuk
dalam harta pencaharian walaupun didapat dalam masa perkawinan. Dalam hal
suami-istri sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, misainya
sebagai pegawai negeri, maka harta atau penghasilan keduanya menjadi harta
pencarian bersama. Kalau si suami mempunyai istri lebih dari satu, maka akan
terbentuk dua macam harta pencarian, yaitu harta pencarian bersama istri
pertama dan harta pencarian dengan istri kedua dan seterusnya. Pepatah adat
mengatakan: ”Duo pelak duo kandang”, artinya dua tempat usaha dua pula
tempat tinggal. *

c. Harta depatan atau harta tepatan. Yaitu harta yang didapati pada istri. Harta
tersebut bisa berupa hasil usaha si istri ketika masih gadis (harta pengadis).
harta warisan, pemberian, hadiah dan lain sebagainya.

d. Harta bawaan. Yaitu harta yang dibawa oleh si suami ke rumah istrinya. Harta
bawaan itu bisa berupa hasil usaha ketika ia masih bujangan (harta pemujang).
harta warisan, pemberian, hadiah dan lain sebagainya.

Sekiranya terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka harta

depatan tinggal pada janda atau ahli warisnya, sedangkan harta bawaan kembali
kepada pihak suami atau ahli warisnya.

Sebab-sebab Mewarisi dan Penghalang Pewarisan

Sebab-sebab mewarisi.
Pada dasarnya sebab timbulnya hak kewarisan menurut hukum adat Kerinci ada
dua, yaitu:
a. Adanya hubungan darah (sebab batali darah); dan
b. Adanya sebab yang sengaja dibuat (sebab buatan).

“ pelak: kebun yang terletak di dekat per§awahan, bahkan kadang-kadang menyatu
dengan sawahnya. Sedangkan kandang dapat berarti kebun yang terletak di dekat dusun/desa

berupa tanah kering, dan bisa juga berarti tempat tinggal
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Sebab batali darah (batali = bertali) itu ditentukan pada saat kelahiran.

Artinya antara pewaris dengan ahli warisnya itu ada  hubungan kesinambungan

keturunan, baik ke bawah, ke atas maupun ke samping. Dengan demikian semua
anggota kerabat (bertali darah) menurut garis ibu dan bapak berhak menerima
warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.

Adapun sebab yang discbut sebab buatan atau sebab batali buat ialah sebab
yang sengaja dibuat antara pewaris dengan ahli waris tersebut. Kewarisan buatan ini
tidak berlaku terhadap warisan yang berupa gelar-sko (depati, rio dan sebagainya).
Termasuk ke dalam sebab batali buat ini seperti anak angkat, bapak angkat dan ibu
angkat sepanjang pengangkatannya dilakukan menurut sepanjang adat.

Mengenai  hubungan perkawinan, tidak dipandang sebagai sebab mewarisi.

Janda atau duda yang ditinggal mati oleh pasangannya kembali statusnya sebagai

semula (orang asing). la dapat menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh
(ikut) anaknya yang ahli waris. Apabila
maka harta pencarian

mantan suami atau isterinya bersama-sama
mereka tidak meninggalkan keturunan sama  sekali,
mercka bersama akan dibagi dua, separo untuk pasangan yang masih hidup dan

yang separo lagi menjadi hak ahli waris pihak yang meninggal dunia.
Penghalang Pewarisan.

Yang dimaksud dengan penghalang pewarisan ialah hal-hal menyebabkan
sescorang yang seharusnya mendapat warisan menjadi tidak berhak menerimanya.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa sebab-sebab mewarisi adalah karena
adanya hubungan darah (sebab batali darah) dan adanya sebab yang sengaja dibuat
bab buatan). Namun adanya hal-hal tersebut tidak menjamin secara pasti dapat

(se
a harta warisan, karena masih ada ketentuan lain yang mengatur tentang

diterimany

halangan pewarisan.
Halangan atau penghalang pewarisan menurut hukum kewarisan adat Kerinci

ada dua macam, yaitu :

a. Karena terdinding atau tertutup oleh ahli waris yang lebih utama. Seperti

diketahui, bahwa s

terdekat kepada pewari

usunan ahli waris itu bertingkat-tingkat dimulai dari yang
s menurut ketentuan hukum adat. Selama masih ada ahli



‘44

35

warls tingkat atau kelompok pertama, maka tertutuplah ahli waris tingkat atau
kelompok kedua, dan begitu seterusnya. Perlu diketahui, bahwa dalam hukum
Kewarisan adat Kerinci tidak ada penerimaan harta warisan secara serentak
antara dua kelompok yang berlainan tingkat.

b. Pembunuhan yang disengaja dan melawan hukum terhadap pewaris.
Pembunuhan itu memutuskan hubungan tali kekerabatan, bahkan akan
menimbulkan rasa permusuhan dan rasa kebencian, sedangkan hak kewarisan

adalah suatu nikmat dan perekat hubungan kekerabatan dan kasih sayang.

. Ahli Waris

Yang dimaksud ahli waris di sini ialah orang yang berhak atas harta warisan
yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Bagi masyarakat Kerinci kedudukan
sebagai ahli waris mempunyai arti tersendiri. Kalau pengurusannya berjalan dengan
baik, maka rapor ahli waris akan baik dan terpuji. Sebaliknya apabila pengurusannya
tidak beres dan kacau, maka rusaklah citra dan nama baik ahli warisnya, bahkan
dapat dicap berkhianat terhadap orang tua dan para leluhur.

Berkenaan dengan warisan, pepatah adat mengatakan: “Waris bajawab kalipah
dijunjung”. Waris bajawab artinya ahli waris harus mengurus pemindahan harta
peninggalan pewaris secara benar dan baik, tidak boleh disia-siakan. Kalipah
dijunjung maksudnya hak dan kewajiban pengurusan tersebut harus dilaksanakan
oleh semua ahli waris agar tidak terjadi sengketa warisan. Dalam kehidupan
masyarakat Kerinci anak kandung mempunyai kedudukan yang amat penting dan
utama bagi sebuah tumbi, karena anak merupakan penerus generasi dan menjadi ahli
waris utama dari kedua orang tuanya. Dalam ungkapan sehari-hari dikatakan, bahwa
»Mencahai nok anak’ (mencari, bekerja mencari harta adalah untuk anak), artinya
usaha yang dilakukan orang tua tiada lain daripada untuk kepentingan anak-
anaknya. Semua anak kandung menjadi ahli waris dari orang tuanya dengan

kedudukan yang sama.>’

% Lihat Idris Djakfar dan Indra Idris, Hukum Waris Adat Kerinci, (Sungai Penuh, Kerinci:
Toko Anda, 1985) h. 50-51
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Susunan ahli waris menurut hukum kewarisan adat Kerinci cukup jelas,
terkelompok dan terinci, sehingga terang dari mana saja scorang ahli waris dapat
menerima warisan dan kepada siapa harta itu diwariskan. Pengelompokan itu
didasarkan atas hubungan/pertalian darah dari yang paling dekat sampai kepada yang
paling jauh. Penentuannya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menarik garis lurus ke bawah (pewaris, anak, cucu dst.)

2. Menarik garis lurus ke atas (pewaris, orang tua dst.)

3. Menarik garis lurus ke samping (pewaris, saudara kandung, saudara sebapak
atau seibu).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tersusunlah sebanyak 9
kelompok ahli waris yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
Bilamana semua kelompok tersebut tidak ada lagi, maka harta warisan jatuh menjadi
milik desa. Namun penulis belum mendapat data konkret apakah hal itu pernah
terjadi.

Menurut hukum kewarisan adat Kerinci, tidak mungkin dua kelompok atau
lebih menerima warisan secara serentak seperti yang terdapat dalam hukum
kewarisan Islam (faraid). Jadi, kalau ada kelompok pertama, maka tertutuplah bagi
kelompok berikutnya. Hal itu berlaku juga bagi intern kelompok.

Adapun 9 kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Anak kandung.

Anak kandung merupakan kelompok pertama dan utama dalam urutan
kelompok ahli waris yang sembilan itu. Jika anak yang seharusnya menerima
warisan tidak ada lagi karena telah meninggal dunia sebelum pewaris wafat, tetapi
ada meninggalkan anak, maka tempatnya digantikan oleh anaknya. Jadi di
sini berlaku sistem penggantian tempat.

b. Orang-tua (ayah/ibu) dari pewaris.
Ini kelompok kedua dan berada dalam garis lurus ke atas. Jika mereka sudah

tidak ada lagi, maka diteruskan ke kelompok tiga.
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Saudara kandung dari pewaris dan keturunannya.

Kelompok ini berada pada garis lurus ke samping dan masih satu tumbi
dengan pewaris, tetapi tidak setumbi dengan anak pewaris
Nenek/kakek dari pewaris. Mereka tercatat sebagai ahli waris kelompok ke empat.
Paman/bibi (saudara bapak/ibu) dari pewaris dan keturunannya. Mereka adalah
ahli waris kelompok ke lima.
Puyang/muyang, mereka adalah ahli waris kelompok keenam.
Saudara nenek/kakek, mereka adalah ahli waris kelompok ketujuh.
Nungkat (laki-laki/perempuan), adalah ahli waris kelompok ke delapan.
Saudara puyang/muyang dan keturunannya, adalah ahli waris kelompok ke
sembilan.

Hingga di sini upaya pelacakan ahli waris menurut hukum kewarisan adat

Kerinci. Apabila kelompok terakhir (kelompok ke-9) itu juga tidak ada atau tidak
dapat dikenal lagi, maka harta warisan yang berupa tanah kembali kepada
masyarakat atau desa.

Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, bahwa menurut hukum adat

Kerinci tidak tertutup kemungkinan seorang pewaris mempunyai anak selain anak
kandung, seperti anak angkat, anak susuan, anak akuan, anak tiri dan anak yatim.
Namun hanya anak kandung dan anak angkat yang pengangkatannya dilakukan

menurut sepanjang adat saja yang termasuk ke dalam ahli waris.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengelompokan ahli

waris itu dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

A%

11

Bagan 1

Pengelompokan dan Susunan Ahli Waris

Nungkat (8)

Munyang/ (6) Sdr.

Puyang Muy./
Puy (9)

Nenek/ (4) Sdr. N/K Anaknya

Kakek )
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— Kandung (3)

Anak

Kandung (1)

Cucu

Pada bagan di atas anak angkat tidak kelihatan, karena keberadaannya tidak
pasti, bahkan dapat dikatakan tidak ada lagi, karena bertentangan dengan hukum
kewarisan Islam. Dalam kaitannya dengan masalah kewarisan, anak kandung
menduduki tempat pertama dan utama. Semua anak kandung adalah ahli waris dari
orangtuanya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Cara menghitungnya ialah
dengan menjumlahkan berapa orang yang masih hidup pada saat pewaris
meninggal dunia dan berapa pula yang telah wafat tetapi meninggalkan keturunan.

Contoh pembagian harta warisan menurut adat Kerinci adalah sebagai
berikut; Apabila harta warisan yang ditinggalkan senilai Rp 192.000.000 zhli
warisnya terdiri dari: istri, 2 anak perempuan, anak laki-laki, ayah dan ibu serta
saudara perempuan sekandung, maka harta warisan tersebut dibagi rata untuk anak,
baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan istri, ayah, ibu dan saudara
perempuan tidak mendapat bagian, karena ada anak kecuali tidak ada anak.

Apabila dibandingkan pembagian menurut Islam, harta warisan si mati
dengan jumlah yang sama senilai Rp 192.000.000 ,- ahli warisnya terdiri dari : istri, 2
anak perempuan, anak laki-laki, ayah, ibu dan saudara perempuan sekandung, bagian

masing-masing adalah :

Istri 1/8 mendapat bagian senilai Rp 24.000.000
2 anak perempuan dan anak laki-laki (“as) mendapat senilai Rp 104.000.000

Ayah 1/6 mendapat bagian senilai Rp 32.000.000
Ibu 1/6 mendapat bagian senilai Rp 32.000.000

Saudara Perempuan (mahj)
Bagian 2 anak perempuan masing —masing Rp 104 000.000,- :4= Rp 26.000.000.-

Sementara anak laki-laki menerima bagian sebesar Rp26.000.000 x 2=52.000.000
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Apabila pada waktu diadakan cacah unding menurt adat Kerinci. apabila si
janda dalam keadaan hamil, maka anak yang ada dalam kandungan ikut
diperhitungkan. Di sini terdapat dua kemungkinan Perfama, menunda pembagian
harta warisan sampai si anak itu lahir; kedua, dilakukan praduga bahwa si anak itu
akan lahir dalam keadaan hidup dan jumlahnya satu orang, dengan konsekwensi jika
anak itu lahir terus meninggal atau lahic kembar, maka cacah unding harus diulang
Kembali.

Mengenai anak angkat dalam kaitannya dengan warisan juga terdapat dua
kemungkinan, perfama, jika prosedur pengangkatannya menurut sepanjang adat,
maka anak itu akan mewarisi orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung, dan
terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya. Namun seperti telah dijelaskan
sebelum ini bahwa cara atau prosedur itu telah ditinggalkan orang, karena selain
tidak sesuai dengan hukum syara' juga banyak menimbulkan masalah atau sengketa
warisan. Maka bagi orang yang ingin mengangkat anak, cukup melalui cara atau
prosedur yang sederhana saja agar tidak menimbulkan akibat dalam masalah
kewarisan kelak. Apalagi cara atau prosedur sepanjang adat itu sangat berat
pelaksanaannya.

Mengenai anak susuan, anak akuan dan anak tiri, mereka tidak mewarisi
orang tua susuannya atau orang tua akuannya atau orang tua tirinya. Namun tidak
tertutup kemungkinan mereka menerima pemberian dalam bentuk hibah, hadiah,
sedekah atau wasiat dan lain sebagainya.

Mengenai janda/duda yang ditinggal mati atau yang hidup terlama, tidak
termasuk pada ahli waris mantan suami atau isterinya, namun tetap diperhatikan.
Masyarakat tetap memandang, bahwa orang yang paling dekat kepada suami adalah
isterinya dan orang yang paling dekat ke isteri adalah suaminya. Karenanya maka
para janda atau duda itu harus diperhatikan dan dilindungi. Itulah sebabnya cacah
unding dan kuak agih mengenai harta perkawinan bila salah seorang dari pasangan
suami isteri meninggal dunia tidak dilakukan pembagian harta atau ditunda sampai
yang bersangkutan meninggal dunia pula. Kebijaksanaan itu merupakan realisasi dari

ketentuan hukum adat yang mengatakan bahwa, "harta depatan ditinggalkan, harta
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bawaan ditinggalkan pada anak, harta pencarian dibagi dua, hutang dibayar oleh
janda, harta pusaka suami ditinggal pada anak’.

Orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan disebut
“guntow”. atau “mati guntow” dan harta yang ditinggalkannya disebut “harta
guntow”. penyelesaian harta guntou (guntou=guntung) itu dilakukan dengan melihat
dari mana asal usul harta tersebut. Pepatah adat mengatakan: "Ayam berinduk serai
berumpun”. Bagi pasangan suami isteri bisa saja terjadi dua kemungkinan, guntung
keduanya atau hanya salah seorang saja yang guntung. Terhadap harta pencarian
mereka berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam pepatah adat ”Sekutu
dibelah, sarang dibagi”.

Guntou atau guntung itu ada empat macam, yaitu :

a. Guntung sirih, yaitu tidak mempunyai keturunan tapi masih ada orang tua.
Ketentuannya menurut adat: “Guntung Sirih balek ke ganggang”. Maksudnya
harta yang berasal dari orang tua kembali kepada orang tua dari mana harta itu
berasal. Harta pencarian suami isteri dibagi dua, separo untuk pihak yang masih
hidup dan separohnya lagi untuk orang tua si mati.

b. Guntung pinang yaitu tidak punya keturunan sedangkan orang tua sudah wafat
pula, tetapi masih ada kakek/nenek. Ketentuannya menurut adat guntung pinang
balek ke tampuk/tanduk. Maksudnya Kembali kepada kakek/nenek. Menurut
putusan yaitu orang tua maupun kakek/nenek sudah wafat semua.

c. Guntung putus tali balek ke tambang. Maksudnya guntung dengan tidak ada
orang tua dan tidak ada nenek /kakek, harta kembali kepada saudara
kakek/nenek. Jika mereka juga tidak ada, maka harta diserahkan kepada kalbu.

d. Guntung pecah biduk, yaitu apabila orang tua, kakek/nenek dari puyang/muyang
semuanya tidak ada lagi, maka ketentuan adatnya adalah. ”Pecah biduk balek ke
kualo” . Maksudnya harta kembali kepada luhah balik batimbal !

5! \dris Djakfar dan Indra Idris, Hukum Waris Adat Kerinci, h. 62




BAB III

WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT KERINCI

A. Sistem dan Prosedur Pembagian Waris Adat Kerinci
a. Sistem Pembagian Warisan

Pada masyarakat Kerinci sekarang ini terdapat dua sistem atau pola
pembagian harta warisan baik pusaka tinggi maupun pusaka rendah. Kedua sistem
itu adalah: Pertama, pembagian berdasarkan jenis harta warisan (harta berat dan
harta ringan). Kedua, pembagian sama rata untuk semua ahli waris pria dan wanita.

1) Pembagian berdasarkan jenis harta.

Sistem atau pola pembagian harta warisan seperti ini didasari pertimbangan-
pertimbangan antara lain pandangan dan penilaian masyarakat bahwa harta yang
paling berharga adalah tanah sawah, rumah dan lumbung padi, yang merupakan
kebutuhan primer, seakan-akan manusia tidak bisa hidup tanpa ketiga jenis harta
tersebut. Di samping itu, saudara perempuan (anak batino) terletak kewajiban
“berkembang lapik bertungku jarang”(membentang tikar bertungku jarang).
Pertimbangan lain adalah bahwa anak perempuan tidak akan bepergian jauh dan
menanti orang yang pulang dari rantau. seluruh harta berat ditinggalkan pada saudara
perempuan, tetapi tidak berarti menjadi miliknya, melainkan sebagai hak pakai
dalam arti dapat mengambil manfaatnya, sedangkan saudara laki-laki tetap sebagai
pengawasnya. Tetapi apabila ada alasan yang kuat dan mendesak sekali, saudara
laki-laki boleh memanfaatkannya sebagai pertolongan yang disebut dengan
“numpang”. Khusus mengenai sawah, apabila saudara yang perempuan lebih dari
seorang, maka dilakukan sistem bergilir, dan kalau jumlahnya cukup banyak bisa
juga dibagi-bagi antara mereka oleh karena yang dimiliki saudara perempuan adalah
hak pakai, maka mereka tidak boleh menjual atau menggadaikannya tanpa
persetujuan  saudara laki-laki (anak jantan), dan apabila terjadi juga
pemindahtanganan tanpa persetujuan tersebut, hal itu dapat dibatalkan, bahkan hak
pakai yang ada dapat dicabut. Apabila terjadi penjualan dengan persetujuan bersama,
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maka uang hasil penjualan dibagi sama rata antara semua ahli waris, baik yang
perempuan maupun yang laki-lakj.”

Pada Masyarakat Kerinci, bahwa harta warisan dibagikan kepada semua ahli
baik pada daerah perladangan, persawahan dan perkotaan mengatakan, harta
warisan dalam masyarakat akan dibagi kepada semua ahli waris bila sipewaris wafat.
Berarti dalam hal ini, masyarakat Kerinci menganut sistem kewarisan individual.

waris,

Memang diakui pada mulanya dalam pembagian harta warisan, masyarakat
Kerinci lebih mengutamakan ahli waris perempuan. Kedudukan wanita (ahli waris
perempuan) lebih menonjol dari kedudukan pria (ahli waris laki-laki) di dalam
pewarisan. Harta berat seperti rumah, sawah dan lumbung padi yang pada waktu
dulu nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi dan merupakan kekayaan yang bisa
menjamin kelangsungan suatu keluarga. Semua jatuh kepada ahli waris perempuan.
Ahli waris laki-laki hanya memperoleh harta ringan yaitu harta selain harta berat.
Cara pembagian dengan mengutamakan ahli waris perempuan tersebut, dikarenakan
masyarakat kerinci masih kental sifat matrilinialnya. Di samping itu anak perempuan
berperan dalam mengurus keluarga baik orang tua maupun saudara laki-laki sebelum
mereka berumah tangga, atau bilamana saudara laki-laki harus kembali pada tumbi
asalnya seperti akibat perceraian maka saudara perempuan mesti menerimanya.

Setelah masyarakat Kerinci menjalani proses pergeseran ke dalam bentuk
bilateral, maka pandangan dan sikap masyarakat dalam masalah kewarisan ini

menjadi berbeda dengan sebelumnya. Ada beberapa hal yang menjadi perubahan
sikap dan pandangan masyarakat Kerinci tersebut, di antaranya:

1. Dalam perkembangan masyarakat sekarang, sudah dianggap tidak relevan lagi
membedakan peruntukan harta bagi ahli waris seperti dulu, di mana ahli waris
perempuan menerima harta berat dan ahli waris laki-laki menerima harta ringan.
Bila tetap berpegang pada prinsip lama, maka terjadi ketidak adilan yang
merugikan pihak perempuan, karena dalam kenyataannya banyak di antara harta
ringan nilainya jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan harta berat.
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2. Terdapat harta berat yang hilang seperti lumbung padi, sebaliknya harta ringan

semakin bertambah seperti mobil, peralatan elektronik rumah tangga, tabungan

dan deposito yang nilaj ekonomisnya bisa lebih tinggi dari harta berat.

Masyarakat Kerinci sekarang telah mempunyai pandangan yang sama terhadap

hak dan kedudukan antara ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki.

4. Semakin tebalnya rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena
pengaruh pendidikan dan agama.

Masyarakat Kerinci pada umumnya menganggap pengelompokan warisan
atas harta berat dan harta ringan bukan suatu yang prinsip lagi dalam masalah
kewarisan. Masyarakat Kerinci sekarang lebih condong untuk melihat dari segi
keadilan sipenerima (ahli waris). Sungguhpun banyak ditemukan dalam pembagian
warisan, ada pihak ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak dari yang lain,
misalnya pihak perempuan memperoleh bagian yang lebih besar dari pria, itupun
terjadi bila ada alasan kuat mendukungnya dan disetujui secara mufakat oleh seluruh

ahli waris.

Dari hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa pembagian harta waris
dengan prinsip pembagian yang merata, telah lama dimulai oleh masyarakat
pedesaan di lingkungan perladangan. Keberhasilan dalam usaha berladang,
menyebabkan nilai ekonomis sebuah ladang yang ditanami tanaman keras (cengkeh,
kopi, kulit manis) menjadi tinggi dan jauh melebihi nilai ekonomis harta berat seperti
rumah, sawah dan lumbung padi. Di samping itu hasil usaha berladang sebagian
besar di investasikan pada perhiasan, mobil dan peralatan rumah tangga lainnya.
Bahkan dengan adanya lembaga perbankan, membuat masyarakat lebih suka
menyimpan uang dalam bentuk tabungaméan deposito. Hal ini menyebabkan harta
ringan semakin bertambah dan nilainya bisa menjadi lebih tinggi bila dibandingkan
dengan harta berat.

Kecenderungan semakin rendahnya nilai harta berat, tentu mengakibatkan

bahagian yang diterima ahli waris perempuan akan lebih kecil bila hal tersebut
menjadi patokan dalam membagi harta waris. Di samping itu keberhasi'-



43

b9

Terdapat harta berat yang hilang seperti lumbung padi, sebaliknya harta ringan

semakin bertambah seperti mobil, peralatan elektronik rumah tangga, tabungan

dan deposito yang nilai ekonomisnya bisa lebih tinggi dari harta berat.

Masyarakat Kerinci sekarang telah mempunyai pandangan yang sama terhadap

hak dan kedudukan antara ahlj waris perempuan maupun ahli waris laki-laki.

4. Semakin tebalnya rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat karena
pengaruh pendidikan dan agama.

Masyarakat Kerinci pada umumnya menganggap pengelompokan warisan
atas harta berat dan harta ringan bukan suatu yang prinsip lagi dalam masalah
kewarisan. Masyarakat Kerinci sekarang lebih condong untuk melihat dari segi
keadilan sipenerima (ahli waris). Sungguhpun banyak ditemukan dalam pembagian

(99

warisan, ada pihak ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak dari yang lain,
misalnya pihak perempuan memperoleh bagian yang lebih besar dari pria, itupun
terjadi bila ada alasan kuat mendukungnya dan disetujui secara mufakat oleh seluruh
ahli waris.

Dari hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa pembagian harta waris
dengan prinsip pembagian yang merata, telah lama dimulai oleh masyarakat
pedesaan di lingkungan perladangan. Keberhasilan dalam usaha berladang,
menyebabkan nilai ekonomis sebuah ladang yang ditanami tanaman keras (cengkeh,
kopi, kulit manis) menjadi tinggi dan jauh melebihi nilai ekonomis harta berat seperti
rumah, sawah dan lumbung padi. Di samping itu hasil usaha berladang sebagian
besar di investasikan pada perhiasan, mobil dan peralatan rumah tangga lainnya.
Bahkan dengan adanya lembaga perbankan, membuat masyarakat lebih suka
menyimpan uang dalam bentuk tabungandan deposito. Hal ini menyebabkan harta
ringan semakin bertambah dan nilainya bisa menjadi lebih tinggi bila dibandingkan
dengan harta berat.

Kecenderungan semakin rendahnya nilai harta berat, tentu mengakibatkan

bahagian yang diterima ahli waris perempuan akan lebih kecil bila hal tersebut
menjadi patokan dalam membagi harta waris. Di samping itu keberhasi'-



berladang menyebabkan ekonomi masyarakat semakin kuat dan umumnya investasi
cenderung dilakukan pada kebutuhan sekunder karena kebutuhan primer telah
dipenuhi. Hal ini mnyebabkan pembentukan harta ringan semakin bertambah jumlah
dan nilainya. Sungguhpun demikian masyarakat Kerinci tetap berpegang dan
menerapkan sistem kawarisan individuil, di mana harta yang dimilki oleh seorang

pewaris akan dibagi kepada semua ahli waris bila sipewaris meninggal dunia.

Memperhatikan keadaan yang demikian, maka sistem pembagian warisan
berdasarkan jenis harta berat dan ringan itu sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan.

Pada prinsipnya pusaka tinggi dan pusaka rendah dibagi sama rata, namun
ada sedikit perbedaan antara sistem pembagian pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Pusaka tinggi sistem pembagiannya adalah : 1) Sebagai hak pakai oleh anak
perempuan seperti sawah. 2) Dibagi sama rata (apabila sebidang sawah atau
perladangan sudah rusak dalam arti sudah dijadikan pondasi rumah) atas kesepakatan
bersama. 3. Apabila harta itu dijual, maka hasil penjualannya dibagi sama rata.

Sedangkan pusaka rendah sebelum dibagi, dilakukan tiga pemisahan harta yaitu :

1. Harta tepatan/depatan (harta kepunyaan istri) yaitu harta yang didapati pada istri.
Harta tepatan itu ada dua kemungkinan menurut adat kerinci yakni harta pusaka
yang ada di rumabh istri atau harta yang diusahakan istri sebelum perkawinan, baik
dengan jalan usaha sendiri, hibah atau dengan hasil wasiat. Jika istri meninggal,
maka harta itu tidak dapat dibagi antara suami istri, akan tetapi tetap menjadi
bagian istri, jika mempunyai anak, maka harta itu untuk anaknya.

2. Harta bawaan yaitu: harta seorang laki-laki yang diperolehnya atas usaha sendiri
sebelum perkawinan atau harta milik seorang laki-laki yang dibawa masuk ke
dalam perkawinan. Jika terjadi perceraian, maka harta tersebut kembali kepada
suami, tidak ada hak istri atas harta itu, hal ini sesuai dengan petitih adat Kerinci
mengatakan “bawaan kembali, tepatan tinggal”.

3. Harta carian atau pencaharian yaitu semua harta kekayaan yang terbentuk atau
didapat atas usaha bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Apabila

{—I
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terdapat suami yang mempunyai istri lebih dari satu, maka akan terdapat dua

macam harta pencaharian yakni :
Pertama ; harta pencaharian antara suami dengan istri yang pertama
Kedua : harta pencaharian antara suami dengan istri yang kedua. Pada kasus suami
mempunyai istri lebih dari satu, maka suami tidak membawa harta asalnya atau harta
pusaka atau harta yang didapatnya sebelum kawin kedalam salah satu
perkawinannya. Harta asalnya berada di luar keluarga atau rumbi yang dibentuknya.
Setiap harta pencaharian dari tumbi istri pertama dan tumbi istri kedua harus
terpisah. Pepatah adat kerinci mengatakan “duo pelak duo kandang, duo perunggu
duo unggok; pelak berkandang sawah berpematang” artinya seseorang yang
mempunyai istri dua maka harta pencahariannya terbagi dua, tidak boleh harta
pencaharian masing-masing istri dicampur aduk, harus dipisahkan secara jelas.
Demikian juga dalam pewarisan. Yang akan mendapatkan adalah anak masing-
masing istri. Lain halnya terhadap harta asal si suami yang berupa harta pusaka dan
harta bawaan, maka seluruh anak dari tumbi istri pertama dan kedua berhak

mewarisinya..

Jika terdapat dua atau lebih harta pencaharian pada seorang istri, yang
kebetulan pernah kawin dengan lebih dari satu orang pria, harta pencaharian harus
pula dipisahkan antara bekas suaminya dengan suaminya sekarang. Harta
pencaharian tersebut akan diwariskan kepada anak yang diperolehnya dari masing-

masig perkawinan.
2) Pembagian sama rata.

Dasar pembagian dengan sistem sama rata antara laki-laki dan perempuan ini
tertuang dalam pepatah adat »Kecik ati tungau samo dicecah, gedang ati gajah samo
dilapah” (apabila harta warisan itu jumlahnya sedikit, maka dibagilah sedikit sama-
sama sedikit sebaliknya apabila jumlahnya banyak, maka dibagi sama-sama
banyak). Artinya dibagi merata laki-laki dan perempuan.>?

52 yunasril Ali dkk, Adat Basendi Syara’, h.117
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Dengan terjadinya perkembangan dan perubahan sistem kekerabatan dari
matrilineal ke parental-bilateral, maka sistem pembagian warisan pun mengalami
perubahan. pada kelompok masyarakat yang sifat parental lebih menonjol, maka pola
pembagian sama rata yang berlaku. Pola ini banyak dipraktekkan di daerah-daerah
perladangan, di mana suami isteri langsung terjun ke ladang bersama-sama.
Sedangkan di daerah persawahan di mana sifat matrilinealnya masih cukup kuat,
maka pola pembagian harta berat dan harta ringan masih sering dijumpai. Namun
kecenderungan umum masyarakat Kerinci adalah memilih sistem atau pola

pembagian sama rata, di samping ada juga yang melaksanakan sistem faraid.

Perubahan dari sistem atau pola lama ke sistem atau pola baru memang di
mungkinkan menurut hukum adat sesuai dengan pepatah “Alah sko dek janji, alah
Jjanji dek mufakat, alah mufakat dek samo suko" (kalah adat oleh janji, kalah janji
oleh mufakat, kalah mufakat oleh karena suka sama suka).

a. Prosedur Pembagian Harta Warisan.

Apabila salah seorang atau kedua suami isteri meninggal dunia, maka timbul
masalah mengenai harta peninggalannya yang harus diselesaikan dengan baik. Pada
masyarakat Kerinci penyelesaian itu dilakukan dalam suatu pertemuan keluarga yang
khusus diadakan untuk itu dan dilaksanakan beberapa hari kemudian. Pertemuan itu
disebut “cacah unding (pekerjaan merunding), kuak agih (menetukan peruntukan
bagian masing-masing ahli waris)”, dan diadakan di rumah pewaris sendiri,
diselenggarakan oleh anak batino dan dihadiri seluruh ahli waris dari keluarga dekat
serta Depati Ninik Mamak yang bersangkutan.

Dalam pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah pembagian
harta, baik sebagai akibat terjadinya perceraian ataupun karena kematian, selalu
diadakan cacah unding dan kuak agih. Pertemuan itu sendiri disebut “cacah unding
dan Kuak agih” . Pada perceraian cacah unding dan kuak agih berfungsi
menyelesaikan pembagian harta perkawinan, dan pada kematian cacah unding dan
kuak agih berfungsi menyelesaikan pembagian atau pengalihan harta peninggalan
atau warisan. Cacah unding adalah pekerjaan merundingkan, mencacaly
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menginventansasi  dan menghitung seluruh harta kekayaan dari janda/duda pada
peristiwa perceraian, baik cora hidup maupun cerai mati. Seluruh kekayaan yang ada
dihitung dengan scksama dan diklosifikasi menurut ketentuan yang digariskan dalam
hukum adat.  Adapun yang dimaksud dengan kuak agih adalah menentukan
peruntukan atau bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya
(tentunya setelah sebelumnya diketahui siapa-siapa yang berhak dan sekaligus

menyerahkannya kepada yang berhak sesuai hasil kesepakatan bersama.

Cacah Unding dan kuak agih (merunding dan menentukan jumlah bagian
masing-masing) itu bukanlah sesuatu yang harus atau wajib dilakukan pada beberapa
kasus atau bagi suatu keluarga boleh jadi acara itu dianggap tidak atau belum perlu
dilakukan. Hal itu biasanya terjadi bila yang meninggal dunia dalam kasus kematian
atau si janda dalam kasus perceraian hidup bersama anaknya dan atau tidak berniat
kawin lagi. Cacah unding dan kuak agih itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat
pertama antar sesama ahli waris disebut duduk waris. Apabila tidak tercapai
kesepakatan maka dapat diadakan pertemuan tingkat ke dua yang disebut duduk
dupiak (duduk dua pihak), yaitu saudara-saudara dari bapak dan ibu si pewaris atau
anak-anak mereka (bila bapak atau ibu mereka telah meninggal dunia).

Dalam duduk dupiak (duduk Keluarga dua pihak) itu akan ditinjau kembali
secara teliiti apa sebabnya duduk waris tidak mencapai kesepakatan. Keputusan
duduk dupiak (duduk keluarga dua pihak) biasanya dapat diterima oleh para ahli
waris, karena selain dirasakan lebih adil dan bijaksana juga karena yang hadir atau

duduk itu adalah orang-orang yang disegani dalam keluarga mereka.

b. Penyelesaian Sengketa Warisan

Pepatah adat mengatakan, "Kusut diselesaikan, keruh dijernihkan, silang
dipatuf”. Artinya, bila terjadi suatu kekusutan atau kekacavan haruslah diselesaikan
dengan baik dan bijaksana, hal-hal yang kabur atau tidak jelas harus dijernihkan atau
dijelaskan, hal-hal yang diperselisihkan  haruslah  dipatut, dirukunkan dan

didamaikan.



Dalam masalah kewarisan, apabila tidak bisa lagi disclesaikan secara
kekeluargaan antara para ahli waris dalam duduk waris dan duduk dupiak. maka
persoalan itu diselesaikan menurut cara adat yang berlaku. Badan yang harus
pertindak menyelesaikannya menurut hukum kewarisan adat Kerinci adalah "Sko
yang tigo takah (tingkat)”, yaitu bentuk lembaga peradilan adat Sakti Alam
Kerinci.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa apa yang kita sebut "Adar" itu
pada mulanya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan maupun